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PEMERINT AH KAB UP ATEN EMPA T LA WANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LA WANG 
NO MOR 04 TA HUN 2013 

TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LA WANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, 
disebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakanjenis pajak kabupaten/kota; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah Kabupaten Empat 
Lawang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah 
Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4048); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang nornor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-llndang Nomor I Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 

8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Norn or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

I I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah; 

12. Keptusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-
192/WPJ.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi 
dan Bangunan Kabupaten Empat Lawang. 

13. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang. 

I 4. Peraturan Dae rah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ernpat Lawang Nomor 3 tahun 
2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Empat Lawang. 
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Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 

dan 

BUPATI EMP AT LAW ANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. 
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang. 
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Empat 
Lawang selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna barang yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluar Daerah bagi sebesar-besamya 
kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk 
sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah kota; 

8. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau taut. 

9. Nilai jual Obyek Pajak adalah yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beti, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 
atau NJOP pengganti. 

10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang tepat dikenakan Pajak. 
11. Tahun pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

12. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun kalender. 
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13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun P,tjak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan 
Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

I 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnta disingkat SPPT, adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerahyang terdapat dalam Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

21. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau 
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

23. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kapatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk 
menarnpung seturuh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 
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27. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan selanjutnya disingkat NOP 
PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nomor Objek Pajak dalam Kabupaten 
Ernpat Lawang. 

BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

Setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan 
oleh pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan dipungut p~jak dengan nama pajak Bumi dan 
bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pasal 3 

(I) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik dan emplasemennya; 
b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
i. menara. 

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah objek pajak yang : 
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan: 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 
itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaku alam, hutan wisata, taman nasional, 
dan tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak. 

e. digunanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal batik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi 
atau badan yang secara nyata mernpunyai dan/atau menguasai dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan. 

Pasal 5 

Wajib Pajak Bumi clan Bangunan Pedesaan dan Perkotaaan adalah orang pribadi 
atau badan yang secara nyata mempunyai dan/atau menguasai dan/atau 
mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau Bangunan. 

BAU III 

DASAR PENGENAAN, TARIFDAN CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pasal 6 

( l) Dasfir pengenaan Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) 
tahun, kecuali untuk objek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Bupati. 

Pasal 7 

(I) Pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Penilaian objek Pajak Bumi clan Bangunan Perkotaan dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan 
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. 

(3) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan 
sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ). 

Pasal 8 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 
15.000.000,00 (lima be las juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

Pasal 9 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000. (satu milyar ) ditetapkan tarif 0, 1 % (nol 

koma satu persen); 
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b. NJOP Rp. 1.000.000.000. (satu milyar ) keatas ditetapkan tarif 0,2% (nol 
koma dua persen). 

BABIV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Letak objek Pajak Bumi Bangunan sebagai pajak terhutang adalah di wilayah 
daerah Kabupaten Empat Lawang. 

BABV 
MASAPAJAK 

Pasal 11 

(I) Tahun Pajak adalah jangka waktu I (satu) tahun kalender. 

(2) Saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan objek pajak 
pada tanggal 1 januari. 

BAB VI 
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

(l) Pendataan dilakukan dengan mengunakan SPOP. 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi dengan jelas, benar, 
dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat­
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh 
Subjek Pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

(I) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1 ), Bupati 
menerbitkan SPPT. 

(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak disampaikan 

dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana 
ditentukan dalam surat Teguran ; 

b. Berdasarkan hasi I pemerikasaan atau keterangan lain temyata jumlah pajak 
yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak . 
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BAB VII 

PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 14 

(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan. 

(2) Setiap Wajib Pajak Wa_jib membayar pajak terhutang berdasarkan 
SPPT/SKPD. 

(3) Pembayaran pajak terurang dilakukan dengan menggunakanSSPD. 

(4) Pembayaran pajak terutang disetor ke kas daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 15 

(1) Tata cara penertiban SPPT, SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat ( 1) clan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, 
SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) clan (2) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Surat Tagihan Pajak 

Pasal 16 

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang 
bayar. 

(2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana 
dimaksucl pada ayat (I) ditambah sanksi aclministratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan. 

(3) Bentuk, isi clan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

Pasal 17 

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetotan pajak 
yang terhutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 
oleh Wajib Pajak. 



(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan. dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bcrtambah roerupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan . 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua perscn) sebulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 
pembayarnn, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 18 

(I) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, clan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Keberatan dan Banding 

Pasal 19 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk atas suatu: 
a. SPPT; 
b. SKPD; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; dan 
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yangjelas. 

(3) Keberatan harus diajuhkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), ayat (2), ayat (3),dan ayat ( 4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 
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(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditujuk atau tanda pengirirnan Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagairnana tanda bukti penerirnaan Surat Keberatan. 

Pasal 20 

{I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bu Ian sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian. menolak atau rnenambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 21 

Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 22 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka 
waktu 3 ( tiga ) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat 
keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan Permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Banding. 

Pasal 23 

(I) Jika pengakuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya. kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditarnbah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib 
pajak dikenakan sanksi adrninistrasif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) clari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,sanksi administrasif 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak 
dikenai sanksi adminstrasif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah p,~jak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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Bagian Kelima 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangun Ketetapan, dan Penghapusan atau 

pengurangan Sanksi administrasif 

Pasal 24 

(I) Atas pennohonan Waj ib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 
membetulkan SPPT, SKPD. STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penertibanya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat : 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasif berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hat sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT SKPD, STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD ; 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; 
e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wa_jib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan 

sanksi adrninistrasif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIX 
KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

Pasal 25 

( l) Hak untukmelakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pindak di bidang perpajakan 
daerah. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung. , 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan--Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajr..k dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan perrnohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 



Pasal 26 

(I) Piutang Pajak yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang 
sudah kaclaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BABX 
PEMERIKSAAN 

Pasal 27 

(I) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewaj iban daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Mernperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya 

dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang di tetapkan secara 
jabatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XI 
INSENTIF PEMUNGUT AN 

Pasal 28 

(I) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana tata cara pemberian dan 
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BABXII 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 29 

(I) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
jabatan atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 
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(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku huga terhadap tenaga 
ahli yang ditunjuk oleh Kapala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) Dikecualikan dari keterituan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
adalah : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagaimana saksi atau saksi ahli 

dalam siding pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
keuangan daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang 
ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Kepala Pemerintah dapat memberi izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan 
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan 
antara perkara pidanan atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta. 

BAB XIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 30 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan 
penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini: 

(2) Penyidik sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas 
mempunyai wewenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

d. memriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahlli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; 



g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 

1. memanggil orang untuk diclengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan yang perlu atau kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BABIV 
PIDANA 

Pasal 31 

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 

Pasal 32 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan yang terhitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1) setelah dikurangi 
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8. 
Rumus perhitungan PBB terutang = Trif x (NJOP- NJOPTKP). 

Pasal 33 

( 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya 
tidak memenuhi kewaj iban merahasiakan ha! sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) clan ayat (2) sesuai 

dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Pasal 34 

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (I) dan ayat (2) merupakan 
penerimaan Negara. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 36 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Empat 
Lawang. 
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